
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 64 TAHUN 2018 

TENTANG  

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERKUMPULAN PEDULI SAMPAH SEBAGAI 

SUBJEK HUKUM PENERIMA HIBAH BERDASARKAN KETENTUAN PENGECUALIAN 

MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI 

DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2018 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang menyatakan “hibah kepada organisasi 

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan”;  

  b. bahwa mempedomani pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dalam kenyataannya terdapat organisasi 

kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan yang telah 

terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan 

hak asasi manusia namun belum mencapai 3 (tiga) tahun, 

sehingga agar memiliki legal standing sebagai subjek hukum 

penerima hibah, keberadaannya harus ditetapkan terlebih dahulu 

dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum 

yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan persyaratan 

sebagaimana dimaksud;  



  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Penerima Hibah Sebagai Pengecualian Terhadap Persyaratan 

Yang Mewajibkan Harus Terdaftar pada Kementerian Yang 

Membidangi Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Paling 

Singkat 3 (tiga) Tahun;  

      

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun    

2017 Nomor 6); 

 



7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93); 

8. Peraturan Walikota  Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 

Nomor 127), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 62 tahun 2018 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

PERKUMPULAN PEDULI SAMPAH SEBAGAI SUBYEK HUKUM 

PENERIMA HIBAH BERDASARKAN KETENTUAN PENGECUALIAN 

MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 

TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA 

KALI DAN TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM 

NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2018. 

 

Pasal 1  

Setelah dilakukan verifikasi teknis terhadap dokumen administrasi Organisasi 

Kemasyarakatan dengan nama Perkumpulan Peduli Sampah atau biasa dikenal 

dengan istilah dan sebutan PAPESA, disimpulkan bahwa Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud berbadan hukum perkumpulan yang telah 

terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Mei 

2017. 

 

Pasal 2 

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan 

sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai 

subjek hukum penerima hibah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, walaupun belum mencapai 3 (tiga) tahun sejak terdaftarnya badan 

hukum yang bersangkutan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . 

 



Pasal 3 

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hibah yang berbentuk uang, barang atau 

jasa menurut ketentuan Peraturan Walikota ini tetap dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.   

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

   
 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   4   Juni    2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal       4   Juni   2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 64 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM,  

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 


